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Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271  
Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496 

Laman: http://jatim.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id 

   
Nomor : W.15-PP.04.02-689   23 Juli 2025 
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan 

Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah  

 

 
Yth.  1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur 

Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 
2. Sekretaris Daerah Kota Kediri 

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Kediri Nomor: 100.3.2/862/419.033/2025 pada Tanggal 
14 Juli 2025, Nomor: 100.3.2/869/419.033/2025 pada Tanggal 15 Juli 2025, Nomor: 
100.3.2/876/419.033/2025 pada Tanggal 16 Juli 2025 dan Nomor: 100.3.2/871/419.033/2025 
pada Tanggal 16 Juli 2025 Perihal Perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan 
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Bersama ini kami sampaikan 
bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur akan melaksanakan Rapat 
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi yang akan diselenggarakan pada: 

 

hari,tanggal 

: Rabu, 30 Juli 2025 

pukul : 09.00 WIB s/d selesai 

tempat : Ruang Rapat Jayanegara I Kanwil Kemenkum Jawa Timur 

acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan 
Konsepsi Rancangan Peraturan Walikota tentang :  

1. Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Mobil Pelayanan 
Masyarakat; 

2. Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau;  

3. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dengan Klaim Pemerintah 
Daerah; 

4. Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi 
Kerakyatan. 

pimpinan rapat : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan 
dan Pembinaan Hukum 

lain-Lain : Pakaian yang berlaku pada saat itu 
 

Sehubungan hal tersebut, dimohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Sekretaris Daerah 

Kota Kediri untuk menugaskan Pejabat yang membidangi, bersama dengan Bapak/Ibu 

pemrakarsa dan menguasai permasalahan, untuk mengikuti rapat dimaksud dengan membawa 

hasil saran/pertimbangan atas materi Raperkada sebagaimana dimaksud. 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
 

 

a.n. Kepala Kantor Wilayah, 
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan 
dan Pembinaan Hukum 

 
Titik Setiawati 

Tembusan: 
1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI. 
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (Sebagai Laporan). 

http://jatim.kemenkumham.go.id/
mailto:kanwiljatim@kemenkumham.go.id
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NOTULA 

 
Hari : Rabu  

Tanggal : 30 Juli  2025 

Pukul : 09.20 s/d 12.31 WIB  

Tempat : Ruang Rapat Jayanegara 1 

Peserta Rapat : 1. Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum  Jawa Timur; 

2. Kepala Bidang Hukum Kota Kediri 

3. PSM Ahli Muda 

4. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Kediri 

5. Kepala Bidang YAN SDK 

6. Sub Kor YAN Kesehatan 

7. Staff Dinas Koperasi Kediri 

 
Agenda : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan 

Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Kediri 

tentang:  

1. Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

2. Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Mobil 

Pelayanan Masyarakat 

3. Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan 

Ekonomi Kerakyatan 

4. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dengan Klaim 
Pemerintah Daerah 

5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik. 

6. Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan 

Ekonomi Kerakyatan. 

 

   



Pelaksanaan Rapat : 

  Rapat konsepsi pertama dipimpin oleh Chaeruli Anugerah Dewanto, S.H., 
M.H. selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum Jawa Timur, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota 
Kediri Muhlisiina lahuddin, S.H.,M.H. Daerah Kota Kediri dan Tim Perancang 
Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. 

Jalannya Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan 

Konsepsi Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Kediri sebagai 

berikut: 

● Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dibahas oleh Perancang 

Peraturan Perundang-undangan (Bapak Faisal, Ibu Anne, Bapak Multazam, dan 

Ibu Novia). 

● Selanjutnya Bapak Muhlisiina Lahuddin, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kota Kediri menyampaikan bahwa kunjungan kami kesini 

untuk melakukan Rancangan Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaaan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau Kota Kediri  

● Bapak Faisal, Ibu Anne, Bapak Multazam, dan Ibu Novia selaku Perancang dari 

Tim Pokja Kanwil Jatim memberi analisis dan masukan sebagai berikut:  

Harmonisasi Kota Kediri 

1. Pemimpin rapat : bapak Chaeruli ; 

2. Pasal 6 Ayat 2,3,10,11 disesuaikan 

3. Pasal 11 Ayat 2 dan 5 disesuaikan 

4. Pasal 13 disesuaikan 

 

 

 

Kesimpulan Rapat hari ini adalah diterima dan disesuaikan. 

Pelaksanaan Rapat : 

  Rapat konsepsi kedua dipimpin oleh Bapak Chaeruli Anugerah Dewanto, 
S.H.,M.H. selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Kepala Bagian Hukum Sekretariat 
Kota Kediri Bapak Muhlisiina lahuddin, S.H.,M.H. Daerah Kota Kediri dan Tim 
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
Jawa Timur. 

Jalannya Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan 

Konsepsi PEDOMAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS MOBIL PELAYANAN 

MASYARAKAT KOTA KEDIRI sebagai berikut: 

● Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dibahas oleh Perancang 

Peraturan Perundang-undangan (Bapak Faisal, Ibu Anne, Bapak Multazam, dan 

Ibu Novia). 



● Selanjutnya Bapak Muhlisiina lahuddin, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kota Kediri menyampaikan bahwa kunjungan kami kesini 

untuk melakukan Rencana Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Mobil 

Pelayanan Masyarakat Kota Kediri 

● Bapak Faisal, Ibu Anne, Bapak Multazam, dan Ibu Novia selaku Perancang dari 

Tim Pokja Kanwil Jatim memberi analisis dan masukan sebagai berikut:  

Harmonisasi Kota Kediri 

1.  Pemimpin rapat : bapak Chaeruli ; 

2.  Menyarankan untuk dibentuk kebijakan 

 

 

Kesimpulan Rapat hari ini adalah diterima dan disesuaikan. 

 

Pelaksanaan Rapat : 

  Rapat konsepsi ketiga dipimpin oleh Bapak Haris Nasiroedin, S.H., M.H.,. 
selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum Jawa Timur, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota 
Kediri Muhlisiina lahuddin, S.H.,M.H. Daerah Kota Kediri dan Tim Perancang 
Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. 

Jalannya Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan 

Konsepsi Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 

Kota Kediri sebagai berikut: 

● Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dibahas oleh Perancang 

Peraturan Perundang-undangan (Bapak Jiwamulya, Bapak Heru, Bapak 

Yoserizal, Ibu Farihan). 

● Selanjutnya Bapak Muhlisiina Lahuddin, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri menyampaikan bahwa kunjungan kami 

kesini untuk melakukan Rencana Pedoman Pelaksanaan Program 

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kota Kediri 

● Bapak Jiwamulya, Bapak Heru, Bapak Yoserizal, Ibu Farihan selaku Perancang 

dari Tim Pokja Kanwil Jatim memberi analisis dan masukan sebagai berikut: 

Harmonisasi Kota Kediri 

1.  Pemimpin rapat : bapak Haris ; 

2. Peraturan Wali Kota ini mohon dikoreksi kembali sehingga tidak 

bertentangan dengan Perda Pengadaan Barang dan Jasa Kota Kediri; 

3. Evaluasi terkait perda yang sudah ada, sehingg bisa menginventarisir yang 

belum diatur; 

4. Judul peraturan tidak selaras dengan batang tubuh; 

5. Ekonomi kerakyaatan berdasar pada pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang 

bermakna ekonomi bagi masyarakat kecil; 

6. Mencermati istilah padat karya terdapat bidang produksi yang menggunakan 

tenaga manusia. Padat karya memanfaatkan tenaga masyarakat lokal kota 



kediri. Pada Pasal 5 masih bersifat umum. Belum merinci terkait 

pemberdayaan masyarakat; 

7. Substansi peraturan ini sudah diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 

 

 

Kesimpulan Rapat hari ini adalah dikembalikan dan dikaji kembali terkait isi 

substansi. 

 

Pelaksanaan Rapat : 

  Rapat konsepsi keempat dipimpin oleh Bapak Haris Nasiroedin, S.H., M.H.,. 
selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum Jawa Timur, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota 
Kediri Muhlisiina lahuddin, S.H.,M.H. Daerah Kota Kediri dan Tim Perancang 
Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. 

Jalannya Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan 

Konsepsi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dengan Klaim Pemerintah Daerah Kota 

Kediri sebagai berikut: 

● Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dibahas oleh Perancang 

Peraturan Perundang-undangan (Bapak Jiwamulya, Bapak Heru, Bapak 

Yoserizal, Ibu Farihan). 

● Selanjutnya Bapak Muhlisiina Lahuddin, S.H.,M.H.. selaku Kepala Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri menyampaikan bahwa kunjungan kami 

kesini untuk melakukan Rencana Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dengan 

Klaim Pemerintah Daerah Kota Kediri.  

● Bapak Jiwamulya, Bapak Heru, Bapak Yoserizal, Ibu Farihan selaku Perancang 

dari Tim Pokja Kanwil Jatim memberi analisis dan masukan sebagai berikut: 

Harmonisasi Kota Kediri:  

1. Pemimpin rapat : bapak Haris; 

2. Pemerintah bekerjasama dengan bidang asuransi. Pemerintah memberikan 

anggaran kepada BPJS untuk masyarakat yang tidak tertanggung biaya 

kesehatannya. Pemerintah daerah tidak bisa menjadi penyelenggara 

penjamin kesehatan; 

3. Judul tidak sesuai dengan batang tubuh; Judul yang disarankan 

’Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan 

Daerah’; 

4. Secara penganggaran masih dalam proses PKPD. Mohon ditentukan dahulu 

subjeknya yang berhak menerima atau tidak menerima. Struktur kerja sama 

antara pemerintah dengan rumah sakit belum diatur dalam Perwal ini; 

5. Secara penyusunan, hal-hal yang penting ditempatkan di atas, sedangkan 

terkait syarat-syarat dan pelaksanaannya ditempatkan di bawah; 



6. Secara teknik penyusunan, Perda Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2019 pada 

pasal 13 ayat (5) disarankan untuk dijadikan pembuka; 

7. Daftar rumah sakit yang bekerjasama pemerintah daerah disebutkan di 

lampiran; 

8. Pasal 3 ayat (1) tidak menyebutkan adanya klaim tentang UGD; 

9. Pasal 10: monitoring dan evaluasi disarankan untuk dibentuk tim monitoring 

dan evaluasi; 

 

 

Kesimpulan Rapat hari ini adalah dirubah sistematika penyusunan untuk 

menjelaskan subjek dan objek yang ada di dalam materi substansi Raperwal. 

 

 

 

 

Demikian Notula Rapat Harmonisasi pada hari ini. 

 

Notulis, 

 

 

 

              Agus Subiyantoro 
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WALI KOTA KEDIRI 
PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI 
NOMOR       TAHUN 2025 

TENTANG 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL 

KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI 
HASIL TEMBAKAU 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALI KOTA KEDIRI, 

Menimbang :  a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
khususnya pekerja di daerah, perlu dilakukan 
penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai 
bentuk perlindungan dasar atas risiko sosial ekonomi yang 
mungkin dialami pekerja; 

b. bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, dapat digunakan untuk mendanai program 

jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja; 
c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 34 

Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan, belum 
mengakomodir pemberian jaminan sosial ketenagaakerjaan 
bagi pekerja penerima upah, sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber 
Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

 
Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa 
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kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2023  
tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor  6  
Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6427); 
Catatan: 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian telah 2 kali diubah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 
Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau; 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN 
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL 

KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI 
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
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Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Kediri. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Kediri. 

5. Dinas adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota 
Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
ketenagakerjaan. 

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang 
selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik 
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang berkedudukan di Kota Kediri. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Kediri. 

8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau selanjutnya disingkat 
DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada 
Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau Provinsi dan 
Kabupaten/Kota penghasil tembakau. 

9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan sosial yang 
diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari program jaminan 
kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, 
program jaminan hari tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 

10. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan 
upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar, memiliki tingkat 
kesejahteraan rendah dan kemampuan terbatas untuk menjadi peserta 

program jaminan sosial ketenagakerjaan. 
11. Pekerja Penerima Upah dari Pemerintah Daerah adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari 
Pemerintah Kota Kediri.  

12. Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap suatu data yang 
diperoleh perangkat daerah dari berbagai sumber maupun penyedia data 
yang mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan untuk dapat mengetahui kebenarannya. 

13. Validasi adalah pengesahan atau pengujian terhadap suatu 
data yang telah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi untuk dapat 
mengetahui kebenarannya. 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(1) Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang 

bersumber dari DBHCHT ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk 
bagi Perangkat Daerah dalam penggunaan DBHCHT yang diperuntukkan 
dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

(2) Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang 
bersumber dari DBHCHT ini bertujuan : 
a. sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT; 

b. sebagai rujukan dalam pelaksanaan koordinasi lintas 
perangkat daerah dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan 
penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang 
bersumber dari DBHCHT; dan 
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c. menjaga tertibnya administrasi pelaksanaan 
penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang 
bersumber dari DBHCHT sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
BAB III 

PROGRAM, MANFAAT DAN KEPESERTAAN 

Pasal 3 
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dapat diberikan melalui 
penggunaan DBHCHT meliputi 2 (dua) jenis program yakni : 
a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan 
b. Jaminan Kematian. 
 

 
Pasal 4 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
mempunyai manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 

Pasal 5 
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 diperuntukkan bagi  
a. pekerja rentan; dan 
b. pekerja penerima upah. 

 
Pasal 6 

(1) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: 
a. Buruh Pabrik Rokok Harian Lepas;  

b. Pemulung  
c. Pengambil Sampah;  
d. Tukang Becak;  
e. Pekerja Penyandang Disabilitas;  
f. Pedagang Kaki Lima/Asongan/Keliling;  
g. Pekerja Sosial Keagamaan;  
h. Tukang Ojek;  
i. Sopir Angkutan Umum;  
j. Buruh Tani;dan 
k. Tukang Tambal Ban; 

(2) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 
merupakan pekerja Non ASN yang menerima upah berupa 
honorarium/insentif atau dengan sebutan lainnya yang bersumber dari 
APBD. 

Catatan: 
Sebaiknya dihindari penggunaan frasa pekerja non ASN, karena ... 
Berdasarkan keterangan dari Pemerintah Kota Kediri bahwa yang dimaksud 
dengan pekerja non ASN disini contohnya adalah Ketua RT dan kader 
masyarakat, dll. 
  
(3) Dalam hal sasaran pekerja rentan sebagaimana pada ayat (1) sudah 

terpenuhi dan masih terdapat kuota penerima jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, maka dapat ditambahkan pekerja 
lainnya yang masuk dalam DTSEN atau sebutan lainnya dengan Desil 
sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Catatan : 
Sebaiknya tidak menggunakan singkatan DTSEN yang belum diatur 
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sebelumnya dalam ketentuan umum.  
 

  
Pasal  7 

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah. 
 

Pasal 8 
Syarat Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai 
berikut: 
a. memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan berdomisili di Daerah; 
b. mempunyai usaha / kegiatan secara mandiri dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
1. usahanya tidak berbadan hukum; dan 
2. menjalankan usaha secara mandiri; 

c. belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan yang didanai dari selain APBD. 

d. berusia antara 17 tahun sampai dengan sebelum usia 65 
tahun saat di daftarkan; 

e. masuk dalam DTSEN atau sebutan lainnya dengan Desil 
sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin; 

f. bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional 
Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah. 

 
Pasal 9 

Syarat Pekerja penerima upah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut: 
a. memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik; 
b. belum terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan yang didanai dari APBD; 
c. mempunyai surat keterangan/surat tugas/keputusan dari pimpinan tempat 

kerja atau yang diterbitkan instansi pemerintah. 
 

Pasal 10 
Tarif iuran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibayarkan 
melalui penggunaan DBHCHT yang besarannya mengikuti ketentuan tarif iuran 
yang diatur dalam ketentuan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program 
yang diikutsertakan bagi penerima program. 
 

BAB IV 
MEKANISME PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 

Pasal 11 
(1) Data Pekerja penerima upah dari pemerintah daerah diperoleh dari 

Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan sesuai dengan jenis 
Pekerja. 

(2) Data Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah merupakan usulan kelurahan 
yang telah melalui tahapan musyawarah kelurahan dituangkan dalam 

Berita Acara Musyawarah Kelurahan. 
Catatan : 
Dalam ketentuan umum dan penyebutan dalam pasal-pasal selanjutnya 
menggunakan frasa pekerja rentan. Sebaiknya tetap konsisten 
menggunakan istilah yang telah diatur dan digunakan sebelumnya. 
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(3) Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi pada 
tingkat Perangkat Daerah terkait dengan menyesuaikan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9. 
Catatan : 
Siapa yang melakukan verifikasi? 
 

(4) Data calon penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah 
dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya 
disampaikan ke Dinas untuk dilakukan validasi oleh Tim Koordinasi 
bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dituangkan dalam Berita 
Acara; 

(5) Apabila data tidak sesuai, hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dinyatakan ditolak untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan 
persyaratan. 
Catatan: 
Kata apabila sebaiknya diganti dengan frasa dalam hal. 
 

(6) Apabila hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, 
Dinas mengajukan usulan kepada Wali Kota untuk menetapkan data 
penerima program hasil validasi sebagai penerima program jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT sesuai tahun anggaran yang 
berlaku beserta jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan yang 
ditentukan sesuai anggaran dengan Keputusan Wali Kota. 
Catatan : 
Pada ayat (6) terdapat 2 penormaan, oleh karena itu perlu dilakukan 
penyempurnaan penormaan dengan menggunakan kalimat yang jelas, tegas, 
singkat sehingga lebih mudah dimengerti. 

 
(7) Data penerima program dan jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan 

yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), selanjutnya dilakukan proses kepesertaan yang diserahkan 
kepada BPJS Ketenagakerjaan. 

(8) Dinas melakukan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 
pada bulan berkenaan sejak ditetapkannya kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan. 

(9) Kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan mulai berlaku 
sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

(10) Kepesertaan dihentikan apabila:  
a. meninggal dunia; 
b. berpindah domisili keluar daerah;  
c. tidak lagi termasuk pekerja rentan atau bukan penerima upah dari 

pemerintah daerah. 
(15) Penghentian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 didasarkan 

pada hasil validasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas. 
Catatan: 
Ayat (9), ayat (10) dan ayat (15) sebaiknya dimasukkan dalam pasal tersendiri 
yang sesuai dengan kesamaan materi muatan yang bersangkutan. Karena ayat 
(1) sampai dengan ayat (8) mengatur tentang mekanisme pemberian program 
jaminan sosial ketenagakerjaan. Sedangkan Ayat (9), ayat (10) dan ayat (15) 

mengatur hal yang berbeda. 
 

Pasal 12 
(1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta, perubahan kegiatan usaha, atau 

pekerjaan, Peserta menyampaikan perubahan data secara lengkap dan 
benar kepada perangkat daerah terkait yang membidangi. 
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(2) Pengurangan dan/atau penggantian peserta dapat dilakukan apabila: 
a. meninggal dunia; 
b. peserta tidak lagi bekerja sebagai Pekerja Penerima Upah 

dari Pemerintah Daerah atau Pekerja Rentan; 
(3) Perubahan data peserta karena adanya penggantian peserta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan proses verifikasi dan validasi kembali 

sebagaimana pasal 11 ayat (3) dan (4) dan ditindaklanjuti dengan Penetapan 
Perubahan Keputusan Wali Kota. 
 

Pasal 13 
(1) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan dengan 

mekanisme pembayaran langsung (LS). 
2)  Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

tahapan:  
a. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada 

Dinas disertai dengan lampiran data peserta;  
b. surat penagihan iuran dan lampiran data peserta diverifikasi oleh pejabat 

yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;  
c. Kepala Dinas mengajukan pembayaran langsung (LS) kepada PPKD 

dengan melampirkan :  
1) tagihan iuran dari BPJS Ketenagakerjaan yang telah diverifikasi;  
2) daftar penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan;  
3) dokumen SPP-LS (ringkasan dan rincian);  
4) surat Pertanggungjawaban Mutlak SPP-LS;  
5) surat pernyataan verifikasi oleh PPK SKPD; dan  
6) ceklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh PPK 

SKPD/PPK. 

Catatan : 
Sebaiknya tidak menggunakan singkatan yang belum diatur sebelumnya dalam 
ketentuan umum.  

 
 

BAB V 
MEKANISME DAN TATA CARA PERJANJIAN KERJA SAMA 

Pasal 14 
(1) Wali Kota berwenang menyelenggarakan kerja sama penyelenggaraan 

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan. 
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada 

Dinas. 
(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

perjanjian kerja sama. 
(4) Mekanisme dan tata cara perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) sebagai berikut: 
a. Dinas melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan; 
b. Dinas menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama antara Pemerintah 

Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan; 
c. rancangan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan pembahasan 

bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk diperoleh 
kesepakatan mengenai muatan atau substansi kerja sama; 

d. rancangan perjanjian kerja sama yang sudah disepakati oleh kedua belah 
pihak, mendapat pengesahan dari wakil masing-masing pihak, dengan 
membubuhkan paraf pada setiap lembarnya; 

e. Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan mengesahkan perjanjian kerja sama 
dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh 
pimpinan dari kedua belah pihak; 
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f. penandatanganan perjanjian kerja sama dapat dilakukan secara terpisah 
atau bersama-sama di suatu waktu dan tempat tertentu. 

 
BAB VI 

TIM KOORDINASI 
Pasal 15 

(1) Untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT dibentuk Tim Koordinasi. 
Catatan: 
Perlu penyempurnaan penormaan dengan menyebutkan siapa yang 
membentuk Tim Koordinasi dan dalam bentuk apa. 

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: 
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 
c. Dinas ; 
d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 
e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 
f. Bagian Administrasi Perekonomian; 
g. Bagian Hukum; 
h. Bagian Pemerintahan; 
i. Perangkat Daerah terkait sesuai 

kewenangan data penerima program; dan 
j. BPJS Ketenagakerjaan. 

 
(3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas: 
a. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait 

mengenai Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 
Penerima di Daerah; 

b. membuat rumusan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
program; 

c. melakukan identifikasi sasaran penerima manfaat berupa verifikasi dan 
validasi data; 

d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota. 

(4) Kesekretariatan Tim Koordinasi berada di Dinas. 
 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 16 
Pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Wali 
Kota ini dibebankan pada APBD yang bersumber dari DBHCHT. 

 
BAB VIII 

PENGAWASAN 

Pasal 17 
Pengawasan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
penggunaan DBHCHT dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah 
(APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi 

: 
a. pencapaian target realisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

pengunaan DBHCHT kepada sasaran penerima; 
b. kesesuaian program dengan peruntukan dan ketepatan sasaran 

penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pengunaan 
DBHCHT; 
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c. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyelenggaraan 
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penggunaan DBHCHT. 

 
 
 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 20 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Kediri 
Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Berita Daerah Kota Kediri tahun 2023 Nomor 
34 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

 
Pasal 21 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. 
 

Ditetapkan di Kediri 
pada tanggal  

 
WALI KOTA KEDIRI, 

 
 
 

 
VINANDA PRAMESWATI 

 
 
Diundangkan di Kediri  
pada tanggal                
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 
 
 
 
 

         BAGUS ALIT 
 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 



PINGAYOMAN 

Nama 

NIP 

Jabatan 

KEMENTERIAN HUKUM IkEPUBLIK INDONESIA 
KANTOR WILAYioH JAWA TIMUR 

Nama 
NIP 

Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya 
Telp. 031-5340707. Fax. 031-5345496 

Jabatan 

Laman: https://jatim.kemenkum.go. id, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id 

Pada hari ini, Selasa Pada tanggal tiga puluh Juli dua ribu duapuluh lima (30-07-2025), yang 
bertanda tangan di bawah ini: 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

BERITA ACARA 

HARMONISASI, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI 

NOMOR: W.15-PP.04.02-730 

Chaeruli Anugerah Dewanto 
198507192009011002 

bertindak untuk dan atas nama Tim Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa 
Timur, yang Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 

JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 

Muhlisina Lahuddin S.H.. M.H 
197608102006041022 
Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Kediri 

bertindak untuk dan atas nama pemrakarsa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Kediri 
yang Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan 
Kegiatan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 100.3.2/876/419.033/2025 
tanggal 16 juli 2025 Perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan 
Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang 
Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 

2. Hasil Rapat Harmonisasi, memberikan tanggapan untuk dilakukan penyempurnaan 
substansi, rumusan, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan 
terhadap Rancangan Peraturan Walikota Kediri sebagaimana dimaksud pada angka 1. 

3. Substansi Hasil Harmonisasi didasarkan atas Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 
serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
maupun sejajar kedudukannya secara hierarki. 

4. Dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan 
sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk 
melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada angka 1. 



Demikian Berita Acara Pelaksanaan kegihtan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan 
Konsepsi Rancangan Peraturan Wali oth ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

PiHAK KEDUA 

Muhlisiina Lahuddin, S.H, M.H 
NIP, 197608102006041022 

Mengetahui 
a.n. Kepala Kantor Wilayah, 

Dibuat di Surabaya 

PIHAK PERTAMA 

Chaeruli Anugerah Dewanto, S.H., M.H 
NIP. 198507192009011002 

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undarngan 
dan Pembinhan Hukum 

Titik Setlawati, S.H., M.H. 
NIP 197A02181994032001 
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